BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan analisis yang dilakukan atas Pajak

Penghasilan PT X, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. PT X dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak masa angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayarkan oleh PT X telah sesuai dengan UU
No. 36 Tahun 2008 Pasal 25 ayat (1) dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25
telah sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor
242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (8).Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 29 telah
sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (6), Pasal
11A ayat (2), Pasal 29 dengan melakukan pengurangan atas Pajak terutang dengan
Kredit Pajak dan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. UU No 7 Tahun 2021 (UU
HPP) Bab 11l Pasal 17 ayat (1) huruf b untuk pengenaan tarif Pajak Penghasilan
badan. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 29 telah sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 9A ayat
(2). Dari hasil analisis atas perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 yang telah dilakukan, PT X
sebagai Wajib Pajak Badan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi
kepatuhan formal dengan melakukan pembayaran dan pelaporan dengan tepat
waktu serta kepatuhan materiil dengan melakukan pembayaran dan pelaporan
dengan perhitungan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. PT X dalam melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4
ayat (2) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini dapat dilihat
dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap yang sesuai dengan UU
No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 21
ayat (3), PMK Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1 atas PTKP, PMK Nomor
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252/PMK.03/2008 Pasal 10 ayat (2), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:
Per-16/PJ/2016 Pasal 1, pemotongan pajak dengan menggunakan tarif pada UU
No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai
tidak tetap sesuai dengan PMK Nomor 102/PMK.010/2016 Pasal 2. Pembayaran
dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai sesuai dengan batas waktu
yang ditentukan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (6) dan PMK
Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (1). Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23
telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) huruf c dengan
dikenakan tarif sebesar 2% atas bruto. Pembayaran dan pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 23 telah sesuai sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Pasal 2 ayat (7) dan PMK Nomor
9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (1). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) huruf i, Pasal 4 ayat
(2) hurufd, PP Nomor 5 Tahun 2002 pasal 3 dengan dikenai tarif sebesar 10% atas
bruto. Pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) telah sesuai
sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK Nomor 242/PMK.03/2014
Pasal 2 ayat (1) dan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (1). Dari hasil
analisis atas Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak
Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang telah dilakukan, PT X sebagai Wajib Pajak
Badan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi kepatuhan formal dengan
melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan dengan tepat waktu serta
kepatuhan materiil dengan melakukan pemotongan, pembayaran dan pelaporan
dengan perhitungan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Perhitungan, pemotongan, pembayaran dan pelaporan atas perpajakan PT X ini
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Konsultan
Pajak X selaku kuasa dari perpajakan PT X. Konsultan Pajak X melakukan
perencanaan pajak atas perpajakan PT X dengan menghitung seluruh perpajakan
PT X dengan benar dan melaporkan Surat Pemberitahuan pada waktu yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketetapan perpajakan sehingga PT X sebagai Wajib Pajak
Badan terhindar dari resiko ketidakpatuhan perpajakan dan meminimalisir utang

pajak yang tidak terduga atas kesalahan perhitungan dan keterlambatan pelaporan.
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5.2. Saran

Saran yang bisa diberikan berdasarkan penelitian yang telah diadakan antara lain

adalah bagi:
1. PTX

a.

PT X sebagai Wajib Pajak Badan diharapkan tetap mempertahankan kepatuhan
perpajakan dengan selalu melakukan perhitungan, pemotongan, pembayaran
dan pelaporan utang perpajakannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai
Wajib Pajak.

PT X diharapkan untuk dapat memastikan seluruh karyawannya untuk patuh
dan melakukan pelaporan pajak tahunan.

PT X diharapkan untuk tepat waktu dalam menyampaikan data perpajakan
kepada Konsultan Pajak X sebagai kuasa atas perpajakan PT X.

PT X diharapkan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang
agar terhindar dari sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak

yang terutang.

2. Konsultan Pajak X

a.

Konsultan Pajak X diharapkan untuk dapat menambahkan staff accounting
agar proses perpajakan klien yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
Konsultan Pajak X diharapkan melakukan pelatihan terkait perpajakan

terhadap mahasiswa yang melakukan program MBKM.
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